BUPATI MUNA BARAT
PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR : /37 TAHUN 2015
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)

DINAS PENDIDIKAN,KEBUDAYAAN,PEMUDA DAN OLAHRAGA

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN MUNA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA [ZSA

BUPATI MUNA BARAT,

bahwa dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pemberntukan Daerah Kabupaten
Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggaia dan Pelaksanaan Pasal
93 dan Pasal 94 Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 13
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten
Muna Barat, maka perlu dibentuk Unit Pel:iksana Teknis Dinas;

bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas,
dipandang perlu menetapkan Peraturan Eupati Muna Barat tentang
Pembentukan  Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pendidikan,Kebudayaan,Pemuda dan Olahraga Pemerintah
Kabupaten Muna Barat.

. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2014 tenténg Pembentukan

Kabupaten Muna Barat di Sulawesi Tenjgara ( Lembaran Negara
Nomor 171 Tahun 2014, Tambahan Lemba:an Negara Nomor 556);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tan bahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 4389);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2014 Nomor
244 Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 5587)
Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua. atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indcnesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan
Daerah Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran Negara Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Nomor
5561);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 474 1),

9. Peraturan Bupati Kabupaten Muna Bara: Nomor 13 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Muna Barat.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPTD) DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MUNA
BARAT.

BAB |

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Muna Barat ;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat;

Bupati adalah Bupati Muna Barat;

Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah

Kabupaten Muna Barat;

Dinas adalah Dinas Kabupaten Muna Barat;

Badan adalah Badan Kabupaten Muna Barat:

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Muna Barat:

Kepala Badan adalah Kepala Badan Kabupaten Muna Barat;

Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan adalah Unsur Pelaksana

Teknis operasional Dinas dan Badan Provinsi. ;

j. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan adalah Kepala Unit
Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Muna Barat;

k. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional dilingkungan Unit
Pelaksana Teknis.
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BAB i
PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peratdran Bupati ini dibentuk UFTD di lingkungan Dina§
Pendidikan,Kebudayaan,Pemuda dan Olahraca Kabupaten Muna Barat;
Pasal 3

(1) UPTD lingkup Dinas Pendidikan,Kebudayaan,Pemuda dan Olahraga
sebagaimana dimaksud Pasal 2, terdiri davi

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kecamatan Lawa,

2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kecamatan Barangka;

3. Untuk Pelaksana Teknis Daerah Kecarmatan Kusambi;

4. Untuk Pelaksana Teknis Daetah Kecamatan Tiworo Kepulauan
5. Untuk Pelaksana Teknis Daerah Kecaimatan Tiworo Tengah;

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kecamatan Maginti;

7. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

(2) Bagan Susunan Organisasi Unit Felaksana Teknis Dinas
Pendidikan,Kebudayaan,Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muna
Barat sebagaimana tercantum dalam Lam piran Peraturan ini.

' BAB Il
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan.Kebudayaan,Pemuda dan
Olahraga adalah merupakan unsur pelaksana Teknis Operasional
Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas ;

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempuayai tugas melaksanakan
sebagian tugas teknis Dinas di lapangan;

(3) Penjabaran Tugas dan Fungsi UPT Dinas akan diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit
Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan rencana teknis operasional UPT Dinas ;

b. pengkajian dan analisis teknis operasiona ;

¢. pengkajian dan penerapan teknologi;

d. pelaksanaan kebijakan teknis dibidangnyz.
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BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6
(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri atas
a. Kepala UPTD;

b. Kelompok Jabatan Fungsic_mal. . .
(2) Bagi Unit %e\aksana Teknis lingkup Dinas yang be_lum mempunyal
Jabatan Fungsional dapat membentuk 2 (dua) Seksi.

A BABV
KELONMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 7

. : i al laksanakan
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyal tugas me
sebagizm tugas teknis Unit Pelaksana Teknis sesual bidang tugas dan

keahliannya.
Y Pasa; 8

(1) Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaisud dalgm Pasal 7, tgrdm

dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam ;enjang jabatan fgngsuonal
yang terbagi dalam berbagai kelompok ses uai bidang kea.lh.han'nya X

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan
dalam melaksanakan tugasnya bertangging jawab kepada Kepala
UPTD;

(3) Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud j-ada ayat (1) ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(4) Jenis Jabatan Fungsional dimaksud paza ayat (1) diatur sesuai
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB Vi
TATA KERJA

Pasal 9
Dalam melaksanakan tugas Kepala Unit Pelaks i

: ana Teknis, dan
Kglompokﬂ Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan
E;ri\;sdi\ﬁ.f:glt()umenegpkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
, ngan Dinasn maupun di | i i
ooy p i luar Dinas sesuai dengan tugas
Kepala Unit Pelak T o

nit Pelaksana Teknis wajib mengawasi pelaksanaan tuga

bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan a%asr
mengambil langkah=langkah yang diperiukan sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

' Pasal 11
Kepala UPTD bertanggung jawab, memimpi inasi
! gur . pin dan mengkoordinasikan
bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingangserta petunjuk
terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 12
Kepala Unit Pelaksana Tehnik wajib mengikyti , _
Jnit Pelaksana Tehnik wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk
dan bertanggung jawab pada kepala Dinas d: stk
berkala tepat pada waktunya. P in menyampaikan laporan
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Pasal 13

Setiap laporan:yang diterima oleh Kepala Dinas dari Kepala UPTD,
wajib diolah dan digunakan sebagai bahan ur_nuk menyusun laporan
lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk te<nis kepada bawahan.

Pasal 14

Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, terabusan w‘ajib dtsampaikar!
pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai

hubungan kerja.
BAB V

PENGANGKATAN DALAM .ABATAN
Pasal 15

(1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul
Sekretaris Daerah sesuai dengan perat.ran perundang-undangan
yang berlaku.

(2) Pejabat Fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
berdasarkan pada keahlian dan atay keterampilan tertentu
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16
Jenjang jabatan dan kepangkatan diatur sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTJP

. Pasal 17
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penetapannya da am Berita Daerah.

Ditetapkan di L:woro-
pada tanggal 2o~ of 7=X2015

BQPAW NA BARAT,

/4

NN A A

L.M RAJION-TOUMADA

Diundangkan di Laworo

pada tanggal 2015
A /;\:1 ?-E-r'{;;".\'; N

"SEKRETARIS DAERAH,

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN 2015 NOMOR
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